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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan gerakan Satu
Instansi, Satu Inovasi guna mempercepat peningkatan
kualitas pelayanan publik, perlu mewajibkan
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk
menciptakan inovasi pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun
2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

(1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun
2016.

(2) Dalam rangka menyelenggarakan kompetisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setiap instansi pemerintah wajib mengikutsertakan
inovasi pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

(3) Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dapat
diikuti oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
yang menyelenggarakan Public Service Obligation (PSO).

Pasal 2

(1) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian,
Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
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(2) Agenda penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun
2016 tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 berakhir
pada bulan April 2016.

(4) Dalam hal penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun
2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berakhir pada bulan
April 2016, akan diperpanjang berdasarkan kebijakan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2015

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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